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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang 

berjudul "Komunikasi Politik Pemerintah dalam 

Membangun Aceh Islami dan Sejahtera" ini dapat 

diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah 

kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para 

pengikutnya hingga akhir zaman. 

Aceh, sebagai serambi Mekah Indonesia, memiliki 

keunikan tersendiri dalam konstelasi ketatanegaraan 

Indonesia. Dengan status otonomi khusus yang diamanatkan 

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, daerah ini memiliki kewenangan 

istimewa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keistimewaan ini 

menempatkan Aceh pada posisi unik yang memerlukan 

pendekatan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

termasuk dalam aspek komunikasi politik. 

Komunikasi politik memegang peranan vital dalam 

mewujudkan visi Aceh sebagai daerah yang Islami dan 

sejahtera. Tanpa komunikasi politik yang efektif, setiap 

kebijakan, program pembangunan, dan aspirasi masyarakat 

akan sulit untuk diartikulasikan, dipahami, dan diwujudkan. 

Komunikasi politik bukan sekadar penyampaian informasi 

dari pemerintah kepada rakyat, tetapi merupakan proses 

dialogis yang melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari 

pemerintah, legislatif, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, 

hingga masyarakat luas. 
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Buku ini hadir dengan tujuan untuk memberikan 

pemahaman komprehensif tentang bagaimana komunikasi 

politik pemerintah Aceh dijalankan dalam upaya 

mewujudkan cita-cita Aceh yang Islami dan sejahtera. 

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya bersifat teoretis, 

tetapi juga menghadirkan analisis praktis tentang strategi 

komunikasi politik yang telah dan sedang diimplementasikan, 

serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya. 

Pentingnya pembahasan mengenai komunikasi politik 

di Aceh tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang daerah 

ini. Pasca konflik yang berlangsung puluhan tahun, Aceh 

membutuhkan rekonstruksi tidak hanya secara fisik, tetapi 

juga secara sosial dan politik. Kesepakatan damai Helsinki 

pada tahun 2005 membuka babak baru bagi Aceh untuk 

membangun dirinya dengan tetap mempertahankan identitas 

keislaman yang kuat. Dalam konteks inilah, komunikasi 

politik menjadi instrumen penting untuk membangun 

konsensus, mengelola perbedaan, dan menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Membangun Aceh yang Islami bukan berarti hanya 

menerapkan aspek formalistik syariat Islam, tetapi lebih jauh 

adalah mewujudkan nilai-nilai substantif Islam dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-

nilai seperti keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, dan 

kesejahteraan bersama harus menjadi roh dari setiap 

kebijakan dan program pemerintah. Sementara itu, Aceh yang 

sejahtera adalah Aceh yang mampu memberikan jaminan 

kehidupan yang layak bagi seluruh warganya, di mana 

pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan 

pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. 

Dalam mewujudkan kedua pilar tersebut, pemerintah 

Aceh menghadapi berbagai tantangan kompleks. Mulai dari 
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tantangan internal seperti kapasitas aparatur, koordinasi 

antar lembaga, hingga tantangan eksternal seperti dinamika 

politik nasional dan global. Di sinilah peran komunikasi 

politik menjadi krusial. Komunikasi politik yang baik akan 

membantu pemerintah dalam mengelola ekspektasi publik, 

membangun kepercayaan, menggalang dukungan, dan 

menghadapi resistensi terhadap kebijakan. 

Buku ini disusun berdasarkan kajian mendalam 

terhadap literatur komunikasi politik, studi kasus 

implementasi kebijakan di Aceh, serta wawancara dengan 

berbagai narasumber yang kompeten. Kami berharap buku 

ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana 

akademik tentang komunikasi politik, sekaligus menjadi 

referensi praktis bagi para pembuat kebijakan, praktisi 

komunikasi politik, aktivis, dan siapa saja yang peduli 

terhadap pembangunan Aceh. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku 

ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi 

kemajuan Aceh khususnya, dan pembangunan Indonesia 

pada umumnya, dan semoga Allah SWT meridhai semua 

usaha kita dalam membangun Aceh yang Islami dan sejahtera. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

Medan, 01 Februari 2026 

Penulis 

 

 

Dr. BUSTAMI, S.IP., M.Sos 
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BAB 1 

ACEH PASCA-MOU HELSINKI 
 

A. Transformasi Politik Aceh Pasca-Perdamaian 

Provinsi Aceh memiliki karakteristik dan 

keistimewaan yang membedakannya dari provinsi lain di 

Indonesia. Keunikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (P. Aceh 2006), 

yang memberikan otonomi yang signifikan dalam 

pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. 

Hal ini memungkinkan Aceh untuk mengembangkan berbagai 

sektor pembangunan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan 

budaya masyarakatnya. 

Sejarah panjang Aceh, yang sering disebut sebagai 

“Serambi Mekkah”, tidak dapat dipisahkan dari dinamika 

perjuangan dan konflik yang telah mewarnai hubungan 

antara pusat dan daerah. Konflik bersenjata yang terjadi 

antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah 

Republik Indonesia berlangsung selama hampir tiga dekade, 

dari tahun 1976 hingga 2005. Akhir dari konflik ini ditandai 

dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU 

Helsinki) pada tanggal 15 Agustus 2005, yang menjadi 

momen penting dalam sejarah Aceh (Aspinall 2009). 

Setelah konflik dan tsunami 2004, terdapat perubahan 

paradigma dalam strategi komunikasi politik pemerintah. 

Pendekatan yang sebelumnya berfokus pada aspek keamanan 
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kini bergeser menuju pendekatan kesejahteraan, sambil tetap 

mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama 

(Ichwan 2011). Perubahan ini menjadi tantangan tersendiri 

dalam konteks komunikasi politik, karena harus mampu 

mengakomodasi berbagai kepentingan dan ekspektasi dari 

berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional. 

Penerapan syariat Islam di Aceh didukung oleh 

landasan hukum yang kokoh melalui berbagai regulasi, antara 

lain: UU No. 44/1999 mengenai Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 

18/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 

UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh 

No. 8/2014 mengenai Pokok-Pokok Syariat Islam. Kerangka 

hukum ini menjadi acuan bagi pemerintah Aceh dalam 

menyampaikan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam ke dalam berbagai sektor pembangunan (Salim 2015). 

Berbagai institusi khusus seperti Dinas Syariat Islam, 

Mahkamah Syar'iyah, dan Wilayatul Hisbah (polisi syariah) 

berfungsi sebagai alat pemerintah dalam melaksanakan dan 

menyampaikan implementasi syariat Islam di berbagai 

lapisan masyarakat. 

Komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah di 

Aceh tidak hanya berperan sebagai sarana untuk 

menyampaikan kebijakan, tetapi juga sebagai alat strategis 

dalam membangun legitimasi dan memperkuat kohesi sosial. 

Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi yang 

mengharmonisasikan aspirasi keagamaan masyarakat 

dengan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, seperti 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Hal ini 

penting mengingat masyarakat Aceh memiliki keterikatan 

emosional yang mendalam terhadap nilai-nilai keislaman 
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yang telah menjadi bagian integral dari budaya lokal (Adan 

2016). 

Komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah 

Aceh dalam mengintegrasikan agama dengan pembangunan 

multisektoral menunjukkan pola interaksi yang kompleks 

antara berbagai elemen, sebagai berikut: pertama, 

komunikasi vertikal, yang mencakup pola komunikasi antara 

pemerintah pusat dan daerah, sering melibatkan proses 

negosiasi dan tawar-menawar terkait alokasi sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan (Imania Fathu Zahra 2024). 

Kedua, komunikasi horizontal, di mana interaksi terjadi 

antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku 

kepentingan di tingkat lokal, termasuk ulama (teungku), 

tokoh adat, mantan kombatan GAM, serta masyarakat sipil (M. 

A. Miller 2009, 2013). Ketiga, komunikasi diagonal, yang 

melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan 

aktor internasional yang memiliki kepentingan dalam aspek 

ekonomi, politik, atau kemanusiaan di Aceh (Syauket 2024). 

Dengan demikian, ketiga pola komunikasi ini saling 

berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk dinamika 

pembangunan di Aceh. 

Setelah konflik, strategi komunikasi politik 

pemerintah Aceh lebih banyak mengadopsi pendekatan 

islamisasi kebijakan publik, di mana setiap kebijakan 

pembangunan multisektoral disampaikan dengan legitimasi 

nilai-nilai Islam untuk memperoleh dukungan dari 

masyarakat. Pendekatan ini terutama terlihat dalam sektor-

sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan 

pariwisata (Irma 2020). 

Integrasi agama dalam pembangunan multisektoral 

memerlukan strategi komunikasi politik yang responsif dan 

melibatkan partisipasi. Pemerintah harus memperhatikan 

sensitivitas budaya, memperkuat dialog partisipatif, dan 
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memastikan bahwa program pembangunan sejalan dengan 

nilai-nilai syariat (Mujiburrahman, Sayuthi, and Nazir 2017). 

Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan multisektoral 

di Aceh dapat dilihat dalam beberapa sektor utama. 

Pembangunan ekonomi di Aceh menerapkan prinsip-prinsip 

ekonomi syariah melalui pengembangan lembaga keuangan 

syariah, sistem perbankan Islam, dan koperasi syariah. Bank 

Aceh Syariah menjadi contoh sukses transformasi institusi 

keuangan konvensional menjadi institusi berbasis syariah. 

Komunikasi politik pemerintah di sektor ini berfokus pada 

penguatan narasi 'ekonomi halal' dan 'kesejahteraan berbasis 

syariah' (Purwanto 2018). Sektor pendidikan di Aceh 

menunjukkan integrasi yang kuat antara kurikulum nasional 

dan nilai-nilai Islam. Dayah (pesantren tradisional) 

mendapatkan legitimasi dan dukungan yang signifikan 

melalui pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah. 

Komunikasi politik pemerintah menekankan pentingnya 

'pendidikan holistik' yang menggabungkan ilmu pengetahuan 

modern dan nilai-nilai Islam (Saifuddin 2022). 

Pengembangan pariwisata halal menjadi salah satu strategi 

pemerintah Aceh untuk meningkatkan perekonomian daerah. 

Komunikasi politik dalam sektor ini menekankan narasi 

pariwisata berbasis nilai-nilai Islam yang ramah terhadap 

wisatawan Muslim, namun tetap inklusif bagi wisatawan non-

Muslim (Umuri, Farma, and Nurlina 2022). Pembangunan 

sektor kesehatan di Aceh mengintegrasikan pendekatan 

medis modern dengan nilai-nilai Islam, seperti 

pengembangan rumah sakit dan klinik yang menekankan 

pelayanan kesehatan Islami. Komunikasi politik pemerintah 

dalam sektor ini berfokus pada narasi 'kesehatan holistik' 

yang memperhatikan aspek fisik dan spiritual (Adan 2016). 

Namun tantangan yang dihadapi sangat kompleks. 

Globalisasi, modernisasi, dan dinamika politik nasional dapat 
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memperkenalkan nilai-nilai baru yang mungkin bertentangan 

dengan identitas keagamaan lokal. Oleh karena itu, 

komunikasi politik pemerintah Aceh perlu menciptakan 

penting melihat kembali  globalisasi, modernisasi, dan 

dinamika politik nasional. Ketidaksesuaian regulasi terdapat 

kemungkinan terjadinya konflik antara regulasi nasional dan 

qanun (peraturan daerah) Aceh, yang memerlukan 

pendekatan komunikasi politik yang efisien untuk 

menyelaraskannya (Ichwan 2011). Polarisasi masyarakat 

perbedaan pemahaman terhadap pelaksanaan syariat Islam 

dapat menyebabkan polarisasi di kalangan masyarakat, 

khususnya antara kelompok konservatif dan moderat (Feener 

2013). Keterbatasan kapasitas dalam kapasitas sumber daya 

manusia dan kelembagaan untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam ke dalam pembangunan multisektoral menjadi 

tantangan yang signifikan (Syamsuri et al. 2021). Tekanan 

internasional pelaksanaan syariat Islam di Aceh sering kali 

menjadi perhatian internasional, terutama terkait isu-isu 

HAM dan gender, yang memerlukan strategi komunikasi 

politik yang peka dan efektif (Afrianty 2015; Marhaban 

2014). 

Kasus terkini di Aceh terkait identitas keislaman dan 

pengelolaan hubungan antara agama, politik, dan 

pembangunan memang menarik untuk dibahas. Aceh 

merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang 

menerapkan Syariat Islam secara formal. Berikut adalah 

beberapa poin penting: pertama, implementasi syariat islam 

sejak diberlakukannya Qanun (peraturan) Syariat Islam pada 

2001, Aceh telah menerapkan hukum Islam dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat, seperti aturan berpakaian, 

larangan minum minuman keras, dan pelaksanaan hukuman 

bagi pelanggaran syariat. Kedua, hubungan agama dan politik 

identitas Islam sangat kuat mempengaruhi politik di Aceh. 
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Partai-partai Islam seperti Partai Aceh memiliki pengaruh 

signifikan. Pemimpin politik sering menggunakan retorika 

keislaman dalam kampanye dan kebijakan mereka. Ketiga, 

pembangunan dan kesejahteraan Pemerintah Aceh berupaya 

menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, 

pengembangan pariwisata halal, pengelolaan zakat untuk 

pengentasan kemiskinan, dan program-program 

pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Keempat, 

tantangan dan kontroversi implementasi syariat Islam di 

Aceh tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Penerapan 

hukuman cambuk bagi pelanggaran syariat sering menuai 

kritik dari organisasi hak asasi manusia. Selain itu, terdapat 

perdebatan tentang batas-batas kewenangan pemerintah 

Aceh dalam menerapkan syariat Islam. Kelima, rekonsiliasi 

dan perdamaian pasca konflik panjang antara pemerintah 

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), identitas 

keislaman juga berperan dalam upaya rekonsiliasi dan 

perdamaian di Aceh. Nilai-nilai Islam digunakan sebagai 

landasan untuk mempersatukan masyarakat dan 

membangun kembali daerah ini. Pembangunan Pasca-Konflik 

Setelah konflik berkepanjangan, Aceh menghadapi tantangan 

besar dalam membangun kembali infrastruktur, ekonomi, dan 

rekonsiliasi sosial. Upaya ini harus dilakukan secara seimbang 

dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat 

setempat (Abidin 2021).  

Keenam, otonomi khusus sebagai bagian dari 

perjanjian damai dengan pemerintah pusat pada 2005, Aceh 

diberikan otonomi khusus. Namun, implementasinya 

seringkali menuai perdebatan terkait batasan kewenangan 

dan alokasi sumber daya. Ketujuh, partisipasi politik dinamika 

politik di Aceh diwarnai oleh kuatnya pengaruh partai-partai 

berbasis Islam dan isu-isu terkait penerapan syariat. Hal ini 
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seringkali menjadi sumber perdebatan dan polarisasi di 

masyarakat (Brian McNair 2018). Kedelapan, pengelolaan 

sumber daya alam Aceh kaya akan sumber daya alam seperti 

minyak dan gas bumi. Namun, pengelolaannya harus 

dilakukan secara transparan dan berkelanjutan, dengan 

memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan prinsip-

prinsip agama. Secara keseluruhan, kasus Aceh menunjukkan 

kompleksitas dalam mengelola hubungan antara agama, 

politik, dan pembangunan dalam konteks identitas keislaman 

yang kuat. Dibutuhkan keseimbangan dan kebijakan yang arif 

untuk menjaga harmoni sosial, menjunjung nilai-nilai 

keislaman, dan mencapai kemajuan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat (Adan 2016). 

Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa kebijakan pembangunan dan komunikasi 

politik sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Ini 

menjadi dasar utama dalam model komunikasi politik di 

Aceh, mengingat status khusus provinsi ini sebagai satu-

satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan 

Syariat Islam (Mujiburrahman, Sayuthi, and Nazir 2017). 

Komunikasi politik pemerintah Aceh harus mengedepankan 

nilai-nilai Islam sebagai pijakan dalam merancang strategi 

pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam struktur 

sosial masyarakat Aceh, ulama memegang peranan penting 

sebagai otoritas keagamaan. Melibatkan tokoh agama dan 

ulama dalam penyusunan kebijakan adalah strategi 

komunikasi politik yang menghubungkan kepentingan 

pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang berlandaskan 

nilai-nilai keagamaan. Saby menyatakan bahwa partisipasi 

ulama melalui lembaga MPU (Majelis Permusyawaratan 

Ulama) dalam pengambilan keputusan strategis memberikan 

legitimasi religius pada kebijakan pembangunan, sehingga 
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mempermudah proses sosialisasi dan pelaksanaan program 

pemerintah (Saby 1996). 

Mekanisme komunikasi politik di Aceh sangat terkait 

dengan saluran-saluran keagamaan yang telah menjadi 

bagian dari tradisi masyarakat. Khotbah Jumat, pengajian, 

dayah (pesantren), dan media Islam berfungsi sebagai 

saluran yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan 

pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh Aspinall (2019), 

pengintegrasian pesan pembangunan dalam forum-forum 

keagamaan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat 

terhadap program pemerintah karena disampaikan dengan 

pendekatan budaya yang sudah dikenal. Komunikasi politik 

pemerintah Aceh dalam memperkenalkan program 

pembangunan multisektoral harus mempertimbangkan 

dimensi keagamaan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam 

kurikulum pendidikan, program pemberdayaan ekonomi 

syariah, pengentasan kemiskinan melalui zakat, dan 

pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan 

ibadah menjadi ciri khas dalam model pembangunan di Aceh. 

Menurut Ichwan (2022), pendekatan ini menghasilkan narasi 

pembangunan yang unik dan sesuai dengan identitas 

keislaman masyarakat Aceh. 

Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan dengan pendekatan yang sejalan dengan nilai-

nilai keagamaan menghasilkan model komunikasi politik 

yang inklusif. Konsep gotong royong dalam pandangan Islam 

(ta'awun) menjadi landasan nilai dalam mendorong 

partisipasi masyarakat. Hasyim (2021) menyatakan bahwa 

pendekatan partisipatif yang berlandaskan nilai-nilai 

keislaman menumbuhkan rasa memiliki masyarakat 

terhadap program pembangunan, sehingga keberlanjutan 

program dapat terjamin. Dalam konteks ini, efektivitas 

komunikasi politik pemerintah merupakan faktor kunci 
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dalam keberhasilan integrasi antara agama dan 

pembangunan multisektoral di Aceh. Strategi komunikasi 

yang baik akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap 

program pembangunan, meningkatkan partisipasi publik, 

dan mengurangi kemungkinan terjadinya resistensi atau 

konflik sosial. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting 

untuk memahami cara pemerintah Aceh mengelola 

komunikasi politiknya dalam menciptakan sinergi antara 

agama dan pembangunan, serta tantangan dan peluang yang 

ada dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 

akan menganalisis bagaimana pemerintah Aceh melakukan 

komunikasi politik untuk mengintegrasikan agama dan 

pembangunan, serta bagaimana dinamika konflik 

memengaruhi proses tersebut, diantaranya: 

1. Keunikan dan kekhususan Aceh sebagai wilayah yang 

berlandaskan syariat Islam adalah satu-satunya 

provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan 

syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Hal ini 

menciptakan lanskap politik dan sosial yang khas, di 

mana agama tidak hanya menjadi aspek pribadi, tetapi 

juga menjadi fondasi bagi kebijakan publik dan 

strategi pembangunan. Penelitian mengenai 

bagaimana pemerintah Aceh mengkomunikasikan 

integrasi agama dalam pembangunan akan 

memberikan wawasan yang mendalam tentang 

adaptasi tata kelola modern dengan nilai-nilai religius 

yang terakar kuat. Studi ini dapat mengeksplorasi 

bagaimana narasi keagamaan digunakan untuk 

memobilisasi dukungan publik, memvalidasi 

kebijakan, atau bahkan menyelesaikan konflik yang 

berkaitan dengan pembangunan, yang mungkin tidak 

ditemukan di wilayah lain di Indonesia atau di negara-

negara sekuler. 
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